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TEMTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK,

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAFATAN DAN BEI ANJA DAERAST

TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA MOTOKERTO

balwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ‘Tahun Anggaran 2002 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun

2001 dipandang perlu 'dijabarkan kedalam uraizn pendapatan, kegiatan dan

provek dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 fentang Pembentukan Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa

Barat,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang  Pajak
Bumi  dan Banguran (I.embaran Negara Tahun 1994 Nomcr 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569,

Undang-undarg Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dar
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang  Nomoi 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang. .. ..



10.

11.

12,

L3.

Undang-undang Nomor 22 Talun 1999 tentang Peracrintahan Pacvah
(I.embaran Negara Tahur 1999 Nomor 60, Tambahan J.crmbaran Negara

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintzh Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Ncmor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomov 3840),

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan  alas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Womor 4048);

Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dacrab Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242},

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomeor 201, Tambahan
I embaran Negara Nomor 4021);

Peraturan Pemerintab Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022),

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah  (L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 {entang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);



14.

15,

16,

17.

18.

15.

20,

21.

td
T

23.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pclaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputugan Presiden Nomor 18 Talwn 2000 tentang  Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi di Pemerintah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeni Nomor 11 ‘Tahun 1978 enfang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dagrah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanya Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Lepada Daerahy;

Peraturan  Meunteri  Dialun Negeri Nomor 1 gahhun 1985 (entang,

Pengarusan Pendapatan Dacrah Hasil Pajzk Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tenlang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalamy Negeri Nomor 5§ Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kevangan dan

Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Barang Dacrah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang

Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit

Anggaran;



Memperhatikan :

Menetapkan

24. Keputusan Menteri Dalam Negoeri Nomor 94 Thhun 1984 tentany
Langkah Pertama Pensinkronisasian  Anggaran Pendapatan  dan

Belanja Daerah dengan Auggaran Pendapatan dan Belania Negara;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit Dalain Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usala

Neuangan Daerah;

26, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 fenfang

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dzerah;

27 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2001 fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Tanggal 17 Nopember

2000 Nomor 903/2753/31 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ducrah Tahun Anggaran

2001,

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENIABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 sejumlah
Rp 125.194.331.100,00

Pasal 2.....



Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 sejumlah
Rp 125.194.331,100.00 Terdiri dari :

4. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp 86.517.081.100,00
b. Anggaran Belanja Pembangunan seumlah Rp 38.677.250.000,00

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Umsan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 sejumlah Rp 4.255.003.100,00

(2) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 sejumlah Rp 4.255.003.100,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran

keputusan ini sebagai berikut :

a. ILampiran I Kode A/1 . Uraian Pendapatan
b. Lampiran I Kode A/2/R : Uraian Belanja Rutin
¢. Lampiran IIT Kode A/2/P : Uraian Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 divraikan dalam Lampiran Keputusan inj

sebagai berikut :

a. Lampiran IV Kode A/1/UKP
Uraian Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perbitungan
b. Lampiran V Kode A/2/UKP

Uraian Belanja Bagian Urusar: Kas dan Perhitungan

Pasal 6... ..




Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaka pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelaliuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dazrah

Kota Mojokerto.

‘Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Eesamber 2001
‘,. WALIKOTA MOJOKERTO
tid

TEGOEH SOEJONO, S.H.
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Desember 2001
SEKRFTARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ftd.

SUTARNOSH
Pembina Utama Muda
NIP, 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 48




